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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata 

tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan 

usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah 

terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun 

represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak 

langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar 

falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu 

penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. 

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 
menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 
Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak 
perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan 
hukum, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-
adilnya, dan dengan adanya hukum pula diharapkan dapat dihindari terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para 
penegak hukum itu sendiri. Hukum tidak selalu bisa memberikan 
keputusannya dengan segera dan cepat, karena hukum membutuhkan adanya 
pembuktian untuk membuktikan benar atau tidak suatu tindak pidana telah 
terjadi, yang bisa jadi memakan waktu lama, guna mencapai keputusan yang 
seadil-adilnya dan tidak merugikan kepentingan umum.1 

 
Proses pembuktian tindak pidana diatur dalam hukum acara pidana, 

sehingga melalui hukum acara ini, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat 

guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. 

                                                             
1 Sudarto, 1986, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 111. 
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 “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan                    
mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah     
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
suatu pelanggaran hukun dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan 
dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.2 
 

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya 

hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tepat, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok 

cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. 

“Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang 

harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, 

namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu 

baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum”.3 

Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah menyatakan hukum acara 

pidana sebagai berikut: 

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, 
maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat 
cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara 
dengan mengadakan hukum pidana”.4 

 

“Hukum acara pidana sangat erat hubunganya dengan hukum pidana, 
bahkan hakekatnya hukum acara pidana itu termasuk dalam pengertian hukum 
pidana. Hukum pidana sering disebut hukum sanctie yaitu merupakan suatu 
ancaman yang akan dilaksanakan dengan perantaraan alat masyarakat 
(Negara) badan pengadilan, apabila suatu kaidah hukum ternyata dilanggar. 
Dengan kata lain hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan yang 
meliputi seluruh peraturan yang jika dilanggar diancam dengan hukuman 
badan atau denda”.5 

 

                                                             
2 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8. 
3 Moch.Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar 
Maju, hal. 1. 
4 Andi Hamzah, op.cit., hal. 7. 
5 Ibid., Hal. 2. 
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Hukum acara pidana Indonesia sejak 1981 diatur oleh undang-undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah 

menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun 

secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di 

Indonesia. 

Perubahan sistem peradilan yang dianut melalui undang-undang 

dimaksud sudah barang tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara 

berpikir, yang kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara 

bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan. Dilihat 

dari segi ilmu pengetahuan hukum acara pidana, perubahan cara berpikir ini 

sangat penting artinya oleh karena kaitan dan konsekuensinya terhadap cara 

bersikap dan bertindak. Suatu undang-undang yang sekaligus akan menjadi 

tidak memiliki nilai-nilai (values) yang dianggap baik dan adil apabila tidak 

didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep 

undang-undang yang dimaksud. 

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana vide undang- undang no. 8 

tahun 1981, telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru 

dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya 

tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan 

utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah 

bagaimana mencapai  tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan 

terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan. 
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Dalam rangka untuk mewujudkan idealisme tersebut Kitab Undang-

undang hukum acara pidana, menetapkan berbagai macam asas, diantara asas 

tersebut adalah asas diferensiasi fungsional serta asas saling koordinasi. Asas 

diferensiasi fungsional artinya asas tentang pemisahan secara tegas tugas dan 

kewajiban masing-masing instansi penegak hukum. Tentang hal ini dikatakan, 

misalnya kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, 

kejaksaan bertugas untuk menuntut perkara, serta pengadilan bertugas untuk 

memeriksa dan memberikan putusan atas suatu perkara pidana. Meskipun 

ditentukan pemisahan kekuasaan masing-masing instansi  penegak hukum. 

Asas saling koordinasi misalnya kepolisian di alam melakukan 

tugasnya berkoordinasi dengan kejaksaan serta pengadilan. Demikian halnya 

kejaksaan didalam melakukan penuntutan perkara di depan persidangan 

melakukan koordinasi dengan pengadilan. Meskipun Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana telah menetapkan tujuan perlindungan harkat dan 

martabat manusia serta memiliki asas-asas tersebut diatas, akan tetapi didalam 

praktek tidak selalu demikian. 

Perihal yang demikian ini misalnya tentang keterangan saksi dalam 

hukum acara pidana. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim 

digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh 

seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi 

suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi 

untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan bahwa: “Saksi 
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adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 

Menurut ketentuan Undang-Undang No. Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pemeriksaan 

terhadap saksi pada prinsipnya bersifat bebas tanpa tekanan. Tetapi masih 

sering terjadi saksi memberikan keterangan berbeda antara keterangan di 

depan penyidik dengan di depan persidangan. Mengenai hal ini, menurut 

ketentuan Pasal 163 KUHAP, keterangan saksi di sidang berbeda dengan 

keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang 

mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai 

pembedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. 

Mengenai penyebab timbulnya keterangan berbeda antara keterangan 

di depan penyidik dengan di depan persidangan, oleh karena hingga saat ini 

pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan oleh penyidik seringkali dengan 

kekerasan secara fisik dan psikis. Kondisi pemeriksaan yang demikian ini 

biasanya berakibat saksi memberikan keterangan sesuai dengan kehendak atau 

arahan aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan. Meskipun sebenarnya 

hal ini bertentangan dengan kondisi yang senyatanya, akan tetapi karena saksi 

tidak tahan untu merasakan penderitaan dan tekanan yang diberikan oleh 

penyidik maka saksi lebih memilih menghindar dari siksaan dengan 

memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. 

Dalam praktek tidak begitu mudah untuk membuktikan bahwa 

pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan kekerasan. Hal ini disebabkan 
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andaikata kekerasan secara fisik terhadap saksi menimbulkan luka-luka pada 

tubuh saksi biasanya luka-luka tersebut mudah sembuh. Hal ini dikarenakan 

jangka waktu penyidikan dengan pemeriksaan di depan persidangan memiliki 

tenggang waktu yang cukup lama sehingga luka-luka yang ada di tubuh saksi 

yang diperiksa penyidik dengan kekerasan sudah hilang. 

Disamping ini pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di 

tempat tertutup, maka segala yang terjadi dalam ruang pemeriksaan yang 

mengetahui secara pasti hanya aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan 

serta saksi yang menjalani pemeriksaan. Terlebih pemeriksaan terhadap saksi 

yang sekaligus sebagai tersangka, khususnya dalam tindak pidana yang 

pelakunya lebih dari satu orang, dimana seseorang saling menjadi saksi atas 

tindak pidana yang mereka lakukan secara bersama atau dalam pengertian 

hukum pidana dinamakan tindak pidana penyertaan. Secara teori hukum 

pidana pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penyertaan dihadapan 

hukum tidak sama. 

Atas dasar hal yang demikian, maka keterangan saksi di depan 

penyidik menjadi sangat penting, mengingat keterangan saksi ini akan 

dijadikan pedoman hakim dalam rangka menemukan alat bukti keterangan 

saksi. Mengingat keterangan saksi yang memiliki kekuatan alat bukti 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP, maka permasalahan 

tentang adanya perbedaan antara keterangan saksi di depan penyidik yang 

berbeda dengan keterangan saksi di depan persidangan merupakan masalah 

yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Dikatakan demikian oleh karena 

hakim yang bertugas untuk memeriksa serta memutus perkara harus dapat 
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menentukan secara tegas keterangan saksi di depan penyidik atau di 

persidangan yang benar. Sebab seperti dijelaskan, keterangan saksi yang 

memiliki kekuatan sebagai alat bukti adalah keterangan di depan persidangan. 

Namun demikian keterangan saksi di depan persidangan sebaiknya  mengacu 

kepada keterangan saksi di depan penyidik. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membuat penulisan hukum dengan judul  “TINDAKAN HAKIM DALAM 

MENILAI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG 

BERBEDA ANTARA DI DEPAN PENYIDIK DENGAN DI 

PERSIDANGAN ”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tindakan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan 

saksi yang berbeda antara di depan penyidik dengan di persidangan? 

2. Apa kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi dengan pembahasan masalah 

tentang tindakan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui tindakan hakim dalam mengambil keputusan 

jika terjadi perbedaan keterangan saksi yang berbeda di depan 

penyidik dengan di persidangan. 
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b. Untuk mengetahui kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai 

sah oleh hakim 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data yang nantinya akan digunakan peneliti 

dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar Kesarjanaan 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam bidang penelitian. 

c. Untuk menambah pengetahuan dalam praktek,sehingga dengan 

memperoleh pengetahuan dalam praktek lebih memperdalam 

wawasan bagi penulis dalam memahami bidang hukum. 

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut 

kegunaan atau manfaat penelitian baik kegunaan teoritis maupun kegunaan 

praktis. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat mengadakan perbandingan pengetahuan secara teori yang 

didapat dibangku kuliah dengan fakta-fakta dalam dunia peradilan. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang dunia peradilan 

dan proses-proses peradilanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah dan memperkaya bahan kuliah hukum secara pidana 

juga bidang lain yang terkait. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pengetahuan penulisan 

khususnya tentang hukum pidana. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penjelasan: 

Dalam pemeriksaan alat bukti keterangan saksi di dalam 

persidangan seringkali terjadi perbedaan keterangan yang 

Acara  
Pemeriksaan 

Keterangan  

Saksi 

Keterangan Saksi  
di Depan Penyidik 

Keterangan Saksi  

di Depan Persidangan 

Terjadi Perbedaan 

Keterangan yang 

Dikemukakan oleh Saksi 

Tindakan Hakim dalam 
Menilai Keterangan Saksi 

yang Berbeda 
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diucapkan oleh saksi pada saat memberikan keterangan di depan 

penyidik dengan keterangan saksi pada saat di depan persidangan 

sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian keterangan saksi 

dalam suatu persidangan. Dalam hal ini hakim dapat memberikan 

suatu kebijakan dalam menilai keterangan saksi tersebut sesuai 

dengan keyakinan hakim dalam menilai, sehingga dibutuhkan 

suatu pertimbangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu 

yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memberikan 

penilaian terhadap keterangan saksi tersebut. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.6 

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu 

penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian yang penulis susun merupakan penelitian yuridis empiris. 

Penelitian hukum empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah 

yang diteliti guna mengetahui hukum dalam gerak operasionalnya. Dalam 

hal ini tindakan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan 

                                                             
6 Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 
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putusanya terkait hal perbedaan keterangan saksi di depan penyidik dan 

dengan depan persidangan. 

2. Jenis Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif. Menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia 

atau keadaan atau gejala-gejala lainya yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa 

agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam 

kerangka penyusun teori baru.7 

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan tindakan hakim 

dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda dan 

kriteria alat bukti keterangan saksi yang sah dari penelitian di PN 

Surakarta. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tulisan dan 

lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai 

suatu yang utuh. 

4. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri 
                                                             
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.13-14. 
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Surakarta dengan pertimbangan instansi tersebut dapat memberi informasi 

yang dibutuhkan penulis berkaitan dengan judul yang diambil. 

5. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang 

langsung diperoleh di lokasi penelitian (PN Surakarta) dan data sekunder 

yang berasal dari bahan-bahan pustaka.  

Data sekunder di bidang hukum berdasarkan kekuatan 

mengikatnya, menurut Soerjono Soekanto dibedakan menjadi: 8 

a. Bahan hukum primer 

Bahan-bahan hukum yang berlakunya bersifat mengikat. Dalam 

penelitian ini adalah:   

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

5) Putusan Pengadilan 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam 

penelitian ini bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur di 

bidang hukum pidana, hasil penelitian terdahulu dan lain-lain. 

                                                             
8 Soekanto, Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta: UI Press, Hal. 34. 
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c. Bahan hukum tersier 

Adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan 

sekunder. Dalam penelitian ini adalah kamus, kamus hukum, dan 

ensiklopedia.   

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara 

langsung kepada hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Studi kepustakaan  

Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau 

library research merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku dan 

bahan pustaka lainya yang ada hubunganya dengan hal yang 

diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi 

data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga 

komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta 

menentukan hasil akhir analisis.9 

                                                             
9 Lexy J Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda 
Karya, Hal. 179. 
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Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder 

dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 

yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang 

dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer 

yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.  

Sedangkan teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan 

metode induktif, yaitu dengan meneliti kasus-kasus atau data-data konkrit 

di Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuat kesimpulan yang bersifat 

umum dalam praktik hukum pidana di Indonesia. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi 

pembahasan dalam penulisan ini, maka secara global di sistematisir 

menjadi empat bab sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sisitematika penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri 

dari 3 sub bab yang meliputi: Tinjauan umum tentang hakim dan 

kekuasaan kehakiman: pengertian hakim, kekuasaan kehakiman; Tinjauan 

tentang alat bukti dan sistem pembuktian: Tinjauan tentang alat bukti 

dalam hukum acara pidana, tinjauan tentang sistem pembuktian; Tinjauan 
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umum tentang saksi dan perlindunganya: pengertian saksi dan 

perlindungan saksi. 

 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil 

penelitian dan pembahasan, terdiri dari dua sub bab yaitu: Tindakan hakim 

dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara di 

depan penyidik dengan di persidangan ,dan kriteria alat bukti keterangan 

saksi yang dinilai sah oleh hakim. 

 Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 




